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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI NATUNA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2OI7 terhadap

pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup

indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana

program, kegiatan dan pendanaan indikatif serta

tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan

supervisi terhadap capaian indikator kinerja

Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan,

sasaran, dan pendanaan indikatif maka

perlu Pen5rusunan Perubahan Renstra Perangkat

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2O1G2O2|;'

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 273

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintah Daerah, maka Pen5rusunan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah;

b.

c.



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61

Tahun 2016 tentang Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna

Tahun ZOLO-ZOZL.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 39021 sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabr.lpaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor lA7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1 1 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa2\;

Mengingat : 1.

2.
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4. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OOT tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOT Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OAT tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OAT Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 20 1 1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341 Sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL9

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2O7L tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2olg Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun ZOL5

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencaria

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

5.

6.

7.

8.
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10.
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Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBLTl;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I1.4I;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALT

Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor

8 Tahun 20ll tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2OO5-2O25

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20ll
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor

10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna

11.

12.

13.

14.
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Tahun 2OLL-2O31 (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2Ol2 Nomor 1O);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahr.ln 2OL6 Nomor 6) sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018

Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor

7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Natuna Tahun 2OL6-2O21 (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2OL6 Nomor 7).

Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016

tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2076-2A2I

(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016

Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

16.

L7.

Menetapkan PERATURAN

PERATURAN

TENTANG

PERANGKAT

2016-2021.

BUPATI TENTANG PERUBAHAN .ATAS

BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA}

DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN



Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 61

Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OL6-2O21

(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016

Nomor 6 1) .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundanga,n Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Natuna.

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3O DeSeu.aPQr blg

, SEKRETARIS DAERA H I,
(fixeeuearEN NATUNA, t

Ditetapkan di Ranai

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR b6


